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ABSTRAK

Analisis ini mengarah  pada kajian hukum terhadap rekording CCTV di pembuktian
pelanggaran hukum pencurian salah satunya pelanggaran pencurian dengan kedaan berat yang
sudah terbukti di persidangan sesuai dengan pengakuan saksi dan alat bukti rekaman CCTV.
Kendala yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu : bagaimana analisis hukum pada rekording
CCTV dijadikan sebagai landasan pembuktian tindak sanksi  pencurian, bagaimana validasi
rekaman CCTV dengan evidensi yang lain serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai
petunjuk CCTV di pembuktian di pengadilan. Analisis ini menggunakan pendekatan secara
yuridis normatif atau metode analisis putusan. Data yang dianalisis terdiri dari data primer dan
sekunder. Data yang terhimpun telah melalui proses analisis kualitaif dengan pendekatan hukum
dan menghasilkan kesimpulan yang di peroleh melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa ketika rekaman CCTV digunakan sebagai bukti dalam kasus pencurian,
pengadilan umumnya mengatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan fisik dan mental terdakwa yang dianggap
sehat. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa. Alasan hakim
menjatuhkan hukuman tersebut didasarkan pada tuntutan jaksa, tujuan pemidanaan, serta
berbagai factor yang meringankan atau memberatka hukuman. Selain itu, hakim juga
mempertimbangkan beberapa prinsip hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan
keadilan. Penelitian ini menyarankan agar hakim lebih memperhatikan kondisi khusus terdakwa,
terutama jika terdakwa masih dibawa umur.  Dalam kasus seperti ini hakim sebaiknya
memperhatikan bentuk rehabilitasi dan pembinaan yang sesuai untuk terdakawa.

Kata Kunci: Kajian hukum terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana
pencurian

PENDAHULUAN yang digunakan sebagai bukti persidangan.
Latar Belakang Masalah Rekaman CCTV semakin sering digunakan
Perkembangan teknologi telah untuk membantu penyidik dan hakim dalam

membawa transformasi besar pada berbagai
bidang kehidupan termasuk sistem peradilan
pidana. Antara lain contohnya adalah
penggunaan video pengawasan CCTV
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menyelesaikan  kasus  kriminal.  Rekaman
CCTV dapat memberikan bukti visual yang
kuat tentang peristwa yang terjadi,
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membantu identifikasi pelaku, dan
memperkuat kesaksian saksi.

Undang-undang dasra Kita secara
tegas menyatakan bahwa semua warga
Negara Indonesia adalah sama dimata
hukum. Pasala 27 aya (1) UUD 1945
mengatur hal ini. Artinya, tidak ada yang
kebal hukum, semua orang harus
bertanggungjawab atas perbuatannya
dihadapan hukum. Negara berkewajiban
menegakkan  hukum secara adil dan
konsisten untuk melindungi  hak-hak setiap
individu .

Undang-undang nomor 8 tahun 1981
tentang kitab undang-undang hukum acara
pidana ( KUHAP) merupakan kumpulan
aturan hukum yang mengatur tatacara atau
prosedur dalam perkara pidana. Undang-
undang ini tidak secara langsung meberikan
definisi yang lengkap tentang hukum acara
pidana, namun menjeaskan berbagai tahapan
penting di dalamnya

Sesuai dengan ketentuan KUHAP,
ada tiga jenis prosedur pemeriksaan perkara
pidana, yakni pemeriksaan biasa,
pemeriksaan  singkat, dan  pemeriksaan
cepat.

Hakim memilik itugas yang sangat
penting dalam persidangan, vyaitu menilai
apakah bukti-bukti yang diajukan sudah
cukup  untuk  membuktikan  seseorang
terdakwa. Keputusan hakim ini akan
menentukan apakah terdakwa akan dihukum
atau dibebaskan. Oleh karena itu hakim
harus  sangat berhati-hati dan bijaksana
dalam mengambil keputusan.

Teknologi rekaman CCTV telah
menjadi alat bkti yang sangat penting dalam
sistem peradilan modern. Kemampuannya
menangkap gambar dan video secara akurat
menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti
visual yang sangat bernilai. Berbaia undang-
undang termasuk undang-undang ITE, telah
memberikan pengakuan hukum terhadapa
rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah.
Dalam proses persidangan, rekaman CCTV

berperan krusial dalam membuktikan suatu
peristiva dan menjadi salah satu dasar
pertimbangan  haki  dalam  mengambil
keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang
diatas, rumusan masalah yang digunakan
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. bagaimana cara meyakinkan hakim
bahwa rekaman CCTV  bisa
dijadikan bukti kuat untuk kasus
pencurian?

2. seberapa kuat bukti rekaman CCTV
jika dibandingkan dengan bukti-
bukti lain dalam kasus pencurian?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti

Alat bukti merujuk pada segala objek
atau informasi yang memiliki keterkaitan
dengan suatu tindak pidana. Fungsi utama
alat bukti adalah sebagai dasar pembuktian
di hadapan hakim, guna meyakinkan bahwa
terdakwa memang  telah melakukan
perbuatan melanggar hukum tersebut

Menurut R.. Soedarno alat bukti adalah
segala sesuatu yang dapat dipergunakan
untuk menerangkan suatu tindak pidana dan
membuat terang duduknya perkara. Alat
bukti ini harus sah menurut hukum dan
memiliki kekutan pembuktian

Sedangkan dalam pasal 184 KUHP

menyebutkan beberapa ketentuan alat bukti
antara lain yaitu:

Saksi

Ahli

Surat

Petunjuk

Keterangan terdakwa.

akrwnE

B. Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam ilmu
hukum pidana memiliki berbagai
terminologi.  Dalam  KUHP, digunakan
istilah strafbarfeit. Dalam literature hukum
pidana, istilah yang umum digunakan adalah

106 KAJIAN HUKUM TERHADAP REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK

PIDANA DI PERSIDANGAN

Arisman Tafonao Y MertaJaya Telaumbanua ?' M hd. Ansori Lubis ¥ M hd. Taufiqurrahman ¥



delik. Sementara itu, para pembuat undang-
undang sering mengunakan istilah peristiwva
pidana, perbuatan pidana, atau tindak
pidana. Penggunaan istilah-istilah  tersebut
secara sadar dimaksudkan untuk
memberikan Kkarakteristik khusu pada suatu
peristiva hukum yang melanggar norma
pidana.

C. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil
barang orang lain atau milik orang lain tanpa
izin dan dengan niat untuk memiliki barang
tersebut secara permanen. Dalam pasal 362
KUHP telah di atur tentang pencurian
tersebut.

D. Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya pihak
yang bersengketa untuk meyakinkan haki
akan  kebenaran klai mereka melalui
penyampaian bukti-bukti yang diakui oleh
hukum.  Tujuannya adalah agar hakim
memiliki dasar yang kuat untuk mengambil
keputusan dalam suatu perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan hukum normatif, yang berfokus
pada analisis kritis terhadap aturan-aturan
hukum yang relevan. Metode ini melibatkan
kajian mendalam terhadap dokumen hukum,
peraturan perundang-undangan, dan
literature hukum terkatt.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Cara Meyakinkan Hakim Bahwa
Rekaman CCTV Bisa Dijadikan
Bukti Kuat Untuk Kasus Pencurian
Untuk meyakinkan hakim bahwa
rekaman CCTV dapat dijadikan bukti yang
kuat dalam kasus pencurian, diperlukan
beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Kualitas Rekaman:
1) Kejelasan gambar: Rekaman harus
memiliki kualitas gambar yang baik
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sehingga wajah pelaku, objek yang
dicuri, dan tindakan pencurian dapat
teridentifikasi dengan jelas.

2) Resolusi: Resolusi yang tinggi akan
memberikan detail yang lebih baik
sehingga memudahkan dalam
identifikasi.

3) Pencahayaan:  Pencahayaan  yang
cukup akan membantu  dalam
menghasilkan gambar yang jelas.

b. Keterkaitan dengan Bukti Lain:

1) Keterangan saksi: Rekaman CCTV
dapat memperkuat keterangan saksi
yang  melihnat atau  mengetahui
kejadian pencurian.

2) Bukti  fisik: Rekaman  dapat
mendukung  bukti  fisik  lainnya,
seperti sidik jari atau barang bukti
yang ditemukan di tempat kejadian
perkara.

Dengan memenuhi semua persyaratan
di atas, maka rekaman CCTV dapat menjadi
bukti yang kuat dan meyakinkan hakim
dalam memutuskan suatu perkara. Penting
untuk diingat bahwa kekuatan pembuktian
rekaman CCTV akan sangat bergantung
pada kasus per kasus dan penilaian hakim.

B. Rekaman CCTV Jika Dibandingkan
Dengan Bukti-Bukti Lain Dalam
Kasus Pencurian

Dalam beberapa kasus, rekaman

CCTV vyang berkualitas tinggi dan jelas

dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang

cukup  kuat untuk menjatunkan  vonis
bersalah. Ini terutama berlaku jika:

a) ldentitas pelaku sangat jelas: Wajah,
pakaian, dan tindakan  pelaku
terekam dengan sangat jelas.

b) Tidak ada keraguan: Tidak ada unsur
keraguan dalam rekaman, seperti
pencahayaan yang buruk, sudut
pengambilan  gambar yang tidak
ideal, atau adanya gangguan pada
rekaman.
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c) Tindak pidana yang kompleks:
Dalam  kasus  pencurian  yang
melibatkan unsur-unsur  lain  seperti
kekerasan atau perampokan,
rekaman CCTV  mungkin tidak
cukup untuk membuktikan seluruh
unsur tindak pidana.

Rekaman CCTV merupakan alat
bukti yang sangat berharga dalam kasus
pencurian, namun  kekuatannya  sangat
bergantung pada kualitas rekaman,
keterkaitan dengan tindak pidana, dan
adanya  bukti-bukti  pendukung lainnya.
Secara umum, rekaman CCTV yang baik
dapat menjadi bukti yang sangat kuat,
namun jarang sekali berdiri sendiri tanpa
didukung oleh bukti-bukti lain.

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Informasi  atau dokumen dalam
bentuk elektronik yang diperoleh melalui
sistem elektronik dan digunakan sebagali
dalam berbagai njenis perkara. Alat bukti
elektronik yang dimaksud adalah bukti
analog dan digital. Terdapat beberapa
pengertian  lain  mengenai  alat  bukti
elektronik,  diantaranya adalah  menurut
National Institute of Justice (N1J),

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pembuktian  rekaman CCTV dalam
tindak pidan pencurian sebagaiman
masuk pembuktian dalam KUHP Pasal
184 vyaitu keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa. Jadi dalam hal ini rekaman
CCTV masuk kedalam bukti petunjuk.

2. Kekuatan Rekman CCTV  dapat
menjadi  penting dan  kuat jika
didukung oleh dua alat bukti lainyang

SARAN

1. Diharapkan rekaman CCTV dapat
diterima sebagai alat bukti yang
kuat dalam proses persidangan di
indonesia terutama dalam
mengungkap kejahatan tindak
pidana dan juga dapat membantu
aparat penegak hukum untuk proses
penyelidikan, penyidikan kasus
kejahatan.

2. Diharapkan dengan adanya rekaman
CCTV yang terkombinasikan
dengan alat bukti lain dapat menjadi
kekuatan pembuktian kepada Hakim
dalam proses persidangan dan dapat
menjadi sebagai alat bukti kuat
dalam wupaya mendorong penegak
hukum membuat suatu kasus tindak
pidana dapat terang berderang.
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